BUPATILAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR\4-\ TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF PETUGAS KESEHATAN DAN
PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGGULANGAN CORONA

Menimbang

Mengingat

VIRUS DISEASE 2019 (COVID -19) PADA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. H. BOB BAZAR, SKM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

bahwa untuk kepastian hukum dan mendukung
kegiatan dalam rangka percepatan penanggulangan
wabah pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
pada RSUD dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung
Selatan, maka perlu diberikan insentif kepada Petugas
Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) pada RSUD dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten
Lampung Selatan Tahun Anggaran 2020;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Ketentuan Pemberian Insentif Petugas
Kesehatan dan Pendukung. Percepatan Penanggulangan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada RSUD dr:
H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956,
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja
dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398); -

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298);
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Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3447);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun
2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19);

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) Sebagai bencana Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (berita Negara
Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 249);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan
Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi
Emerging Tertentu;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/27328/2020 tentang Pemberian
Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga™
Kesehatan Yang Menangani corona Virus Disease 2019
(Covid-19);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun

o~ -~



24. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 40 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun
Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : - PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN

INSENTIF PETUGAS KESEHATAN DAN PENDUKUNG
PERCEPATAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (Covid-19) PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr.H.BOB BAZAR,SKM KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Internal ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

10.

Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia.

Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Direktur adalah Direktur RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten
Lampung Selatan.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah
Rumah Sakit dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Tenaga Pendukung adalah tenaga non profesi kesehatan.

Insentif per-bulan adalah kompensasi khusus yang diberikan setiap
bulan untuk memotivasi agar lebih giat dalam bekerja.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman ketentuan pemberian
insentif petugas kesehatan dan pendukung percepatan penanggulangan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada RSUD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai acuan bagi pimpinan fasilitas
pelayanan kesehatan dan pimpinan institusi kesehatan terkait dalam
memberikan insentif petugas kesehatan dan pendukung percepatan
penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada RSUD.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. kriteria fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang berhak
menerima insentif;dan

b. kriteria tenaga kesehatan dan pendukung yang berhak menerima insentif.

Pasal 5

Sasaran pemberian insentif meliputi tenaga kesehatan dan pendukung baik
Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara maupun tenaga lainnya yang
terlibat dalam penanganan Corona Viruse Disease 2019 (Covid-19) yang
ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan
institusi kesehatan.

Pasal 6

Kriteria Institusi Kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19 adalah
Rumah Sakit yang khusus menangani Covid-19 di daerah yaitu RSUD dr. H.
Bob Bazar,SKM berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah.
Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu.

BAB III
KETENTUAN PENGUSULAN INSENTIF

Pasal 7

Syarat dan kriteria pengusulan insentif petugas kesehatan dan pendukung

penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah sebagai berikut :

a. tercantum dalam keputusan atau surat tugas pimpinan intitusi kesehatan
mengenai penetapan tenaga kesehatan dan pendukung;

b. Insentif dibayarkan secara per bulan dengan besaran nominal sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah.



Pasal 8

Besarnya rincian insentif tenaga kesehatan dan pendukung percepatan
penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal O

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung
Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2020

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 2020

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR



